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“Persoalan politik dan persoalan-persoalan masingsimg
negara berbeda-beda, akan tetapi semuanya menghasiap
yang sama seperti stabilitas ekonomi, reformasejedgeraan
dan pendidikan.”

(Lionel Jospin, PM. Perancis, 1999)

“Desentralisasi merupakan tema yang harus dilak$amadalam
bidang pendidikan abad ke-21. Selain karena junmsakolah
yang harus dikelola Depdiknas di seluruh nusanta@ngat
besar, juga karena UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan
kenyataan yang mengandung nilai dan norma baru rdala

pelaksanaan kegiatan pendidikan.”
(Dr. Budioritepala Balitbang-Depdiknas, 1999)

MENJELANG pergantian abad dan kehadiran mileniuetiga, dunia
pendidikan era Indonesia Baru diharuskan memulaly groint reformasi berbekal
dua dokumen penting yang diperkirakan berdampajslamg pada sistem dan proses
pendidikan nasional. Dokumen pertama adalah rekdastnBank Dunia (World
Bank) terhadap pendidikan Indonesia dalam mengih&dais ekonomi dan moneter
sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 18651dDk Dunia bertajuk
Education in Indonesia: From Crisis to Recoveryisiedl Desember 1998. Satu di

antara beberapa rekomendasi dalam dokumen terdalalt tekanan kepada



pentingnya desentralisasi pendidikan. Maksudnyaggelaan pendidikan nasional
yang semula diatur secara sentral oleh pemerinightpsudah saatnya diserahkan
pengelolaannya kepada pemerintah daerah otononenaksasi pendidikan inilah
yang kemudian populer dengan sebutan otonomi pigadidDokumen kedua ialah
Undang-undang (UU) Nomor 22/1999 tentang Pemeramtabaerah. Dokumen ini
menetapkan soal otonomi daerah di mana kabupaterkatamadya menjadi basis
pengelolaan pemerintahan daerah otonom.

Konsep dan format otonomi daerah yang lebih nyat@mungkinkan
pemerintah daerah berbuat lebih banyak dalam abartbidang — dengan beberapa
perkecualian seperti Hankam, kebijakan ekononmkafidan anggaran, hubungan dan
politik luar negeri - termasuk bidang pendidikaerkait dua dokumen tersebut, suka
tidak suka, mau tidak mau, pengelolaan pendidik&stindidesentralisasikan atau
diotonomikan. Persoalannya, siapkah pemerintahaia@engambil-alih pengelolaan
pendidikan berikut segala konsekuensi dan implikas Informasi mutakhir apa saja
yang seyogyanya diacu pemerintah daerah sebagar dasma mengoptimalkan
potensi inisiatif lokal agar pengelolaan pendidikiam hasil-hasilnya kompatibel dan
relevan dengan situasi lokal sekaligus menjawatutan global?

Analisis berikut secara sengaja hanya membatada p@si dan implikasi
strategis otonomi pendidikan dasar dan menengamaihia pemerintah daerah
berkepentingan langsung. Sementara otonomi perdiidiknggi tidak disinggung

karena memerlukan pembahasan tersendiri mengingate of game-nya yang



berbeda, yakni PP No 60 dan 61 Tahun 1999; senaeptdaksanaannya baru akan
diujicobakan pada tahun akademik 2000/2001 mendataempat perguruan tinggi
negeri, yakni Ul, Jakarta, IPB, Bogor, ITB, Bandudgn UGM, Yogyakarta.

Per spektif Internasional

Ucapan Lionel Jospin sebagaimana disampaikannigndaertemuan enam
pemimpin dunia anggota klub “Jalan Ketiga” di Flwe, Italia pada Minggu, 21
November 19991 urgen dikutip pertama dengan maksenohberi tekanan bahwa
persoalan pendidikan bukanlah semata-mata berattan dperspektif nasional,
apalagi lokal. Pendidikan adalah bentuk layanardilpw@ebagai bagian dari welfare
state yang dimensinya universal. Karenanya, pkti§r@ternasional setidak-tidaknya
penting menjadi bagian dari segala pertimbangarkdhaijakan pendidikan.

Perspektif internasional ditekankan mengingat dewai tidak sejengkal pun
wilayah di bumi ini yang tidak memiliki kaitan glab Dalam hubungan tersebut, ada
beberapa determinan yang layak mendapat perhatianss Determinan pertama
adalah intensitas revolusi geostrategis. Menurtkifgan sebuah lembaga pemikiran
asal Amerika Serikat, Institute for National StgateStudies (INSS), di dunia ini
telah terjadi perubahan besar, terutama setelan@®&ingin sedang digantikan oleh
hubungan multipolar asimetris di mana AS sebagajaree paling kuat yang
mengendalikan jaringan internasional. Salah sattkepgbangan menarik dari
perubahan geostrategis global sebagaimana diungkaSS ialah kemenangan

gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (democracethark



Determinan kedua ialah revolusi teknologi informagakni kemajuan
komunikasi global sebagai pintu gerbang bagi laMa$ kepentingan politik dan
ideologi, kultur, bahkan nilai-nilai. Revolusi tedngi komunikasi yang oleh
Naisbitt3 dan Toffler4 jauh-jauh sudah diramalkaeh&dirannya menyebabkan
eksplosif informasi luar biasa, sehingga StewddKkimerasa ragu sedikit pun untuk
menyebut abad mendatang sebagai abad informasi kanggksnya melahirkan
perekonomian, perusahaan dan pekerja berbasistpbnga. Jika akhir abad ke-20
ditandai oleh kuatnya pengaruh teori modal manusiaka awal abad ke-21 dan
seterusnya akan ditandai oleh kuatnya karaktetistik modal intelektual.5

Determinan ketiga adalah revolusi dalam pemerartghyakni adanya
kecenderungan penyusutan wilayah kontrol negara yseralih ke pemerintahan
regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diseralde sektor swasta, terutama
dalam penguasaan sumberdaya alam, dana dan magiamena ini telah
memperkuat kecenderungan menuju masyarakat plurBlesid Osborne dan
Plastrik6 dengan gamblang telah menunjukkan cootolteh konkret bagaimana
desentralisasi pemerintahan terjadi di banyak m@egasju di dunia. Layaknya
mengikuti teori domino, Indonesia Baru pun agakegdang bergulat untuk menuju
ke arah tercapainya revolusi tersebut jika tid@knmengalami disintegrasi.

Ketiga jenis determinan tersebut merupakan unsswu kapitalisme yang
dipelopori Amerika Serikat dan negara-negara E@at. Sasaran pokoknya tentu

saja adalah mengendalikan negara-negara perifarad yaru berkenalan dengan



sistem kapitalisme. Memang harus diakui, gelombamtalisme telah memberikan
“angin sorga” bagi negara-negara di Asia dalam Wepertumbuhan ekonomi yang
tinggi, termasuk Indonesia. Namun karena negararaegu melupakan satu hal,
yakni pengembangan sumber daya manusia, maka gmsgalengahan 1997
konsekuensi kapitalisme telah menimbulkan kegurmargpsial, ekonomi, bahkan
politik. Sektor swasta dan pemerintah yang mengutanpa kendali pada akhirnya
menjadikan banyak negara di Asia, termasuk Indarmggris bangkrut.

Padahal, KTT Pembangunan Sosial di KopenhagenmBen sebelumnya
telah mengingatkan, sesungguhnya tidak ada yanly tebndasar dilakukan untuk
mencapai kemajuan sosial daripada pengembangannkmma manusia melalui
pendidikan dan pelatihan. Rekomendasi tersebutimyasdisadari betul oleh negara-
negara berkembang seperti Indonesia untuk mendegtartinggalannya dengan
negara-negara maju. Jelasnya, sebuah adopsi inewaisi sistem tidak begitu saja
gampang diterapkan tanpa persiapan sumberdaya m@agpasg terlibat dalam
manajemen sistem tersebut.

Implikasi Strategik

Sebuah sistem secara implisit dan eksplisit memngaetkan integrasi
antarkomponen, tidak terkecuali sistem otonomi pmkkan. Oleh karenanya,
otonomi pendidikan dasar dan menegah mengandaikaainya pemberian peran
lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat kadwipaéau kotamadya sebagai basis

pengelolaan pendidikan. Guna mencapai sasaran aptidiperlukan persiapan



sistemik, baik yang menyangkut mekanisme kerja maufatatanan organisasi
pengelolaan pendidikannya. Jika soal suprastrukga diatasi dengan pemanfaatan
potensi sumber daya fisik dan manusia yang telady athka soal infrastruktur
hendaknya sudah dipikirkan dan dipersiapkan d&darsag.

Infrastruktur dimaksud sekurang-kurangnya perlu ecakop tiga hal, yakni: (1)
ketersediaan lembaga birokrasi (organisasi) yantudpes melaksanakan kebijakan
dan mengelola pendidikan; (2) lembaga normatif traktiral yang bertugas
memberikan pemikiran dan saran sebagai bahan parigan kebijakan pendidikan
kepada pimpinan daerah; (3) lembaga perencana pariggas menyigi potensi
wilayah guna menyiapkan pembagian kawasan pengeabasekaligus menyusun
kurikulum muatan lokal.

Infrastruktur pertama haruslah mempunyai ciri indéglalam tugas, tidak saling
tumpang tindih dan tidak memberi peluang terjadinyaalisme pengelolaan
pendidikan sebagaimana berlangsung selama ini. Gpategik yang mudah
ditempuh ialah melebur Kantor Depdiknas, KantoraBiR dan K, Bagian Pendidikan
Kantor Depag dan lain-lain menjadi satu unit kéxgau. Unit kerja baru inilah yang
kelak bersama-sama Badan Perencanaan Pembanguerat DBappeda) menyusun
rencana sasaran; program kerja pendidikan dan kghad; melakukan monitoring
dan evaluasi; perencanaan rekrutmen, penempatan pEnbinaan tenaga

kependidikan; serta alokasi anggaran program piadidian kebudayaan.



Infrastruktur kedua, yakni lembaga normatif nonigineal haruslah memiliki ciri

independen dalam tugasnya. Lembaga ini mesti nikihamasyarakat luas guna
memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudaygamn dapat sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah. Lembaga ini dajpaintdk berdasarkan
komposisi wakil kalangan usahawan, tokoh masyarakat agama, organisasi
nonpemerintah (LSM), unsur-unsur perguruan tinggn gpakar pendidikan yang
diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpdzarah namun independen
dalam tugas. Idependensi sangat penting guna menjashyektivitas dan

transparansi, sekaligus menjamin munculnya idekickatif, inovatif dan korektif

tanpa harus diintervensi oleh kekuatan politik dabas dari rasa takut.

Sementara infrastruktur ketiga, yakni lembaga perea haruslah memiliki ciri

profesional dalam tugasnya. Guna menjamin profedigme tersebut, sekaligus
menghindari pola-pola KKN dalam menentukan kearamutya, dapat dilakukan
rekrutmen secara terbuka melalui seleksi ketataseseahlian yang dibutuhkan.
Kerena tidak setiap daerah memiliki sumberdaya sianyang mampu mengisi
lembaga ini, maka kesempatan terbuka bagi sumberdenusia di luar daerah.
Mengingat sifatnya yang demikian, maka lembagatioak harus lembaga tetap,
namun dapat bersifat temporer melalui sistem k&ntegar efisiensi biaya,
keakurasian tugas dan obyektivitas faktual dapesapai optimal.

Dalam penentuan personal infrastruktur dimaksudnppian daerah hendaknya

mengedepankan prinsip bahwa masa depan pendiddexald merupakan tanggung



jawab bersama seluruh komponen warga daerah. Daajkan pendidikan daerah
adalah cermin kemajuan pendidikan bangsa.
Orientasi Pendidikan

Menggagas otonomi pendidikan dasar dan menengadrtibenenggagas
filosofi dan pertanyaan elementer hendak dibawank&a sebenarnya sumberdaya
manusia di daerah melalui pendidikan. Hal itu Wberaorientasi pendidikan,
khususnya menghadapi milenium ketiga yang sangapkatif harus dipahami betul
konteks dan nuansanya agar kekeliruan konvensdaiain pendidikan persekolahan
selama ini tidak terjadi lagi. Persoalannya teklepada sudut pandang tentang
pendidikan, sebagai konsep sosial atau sebagaiepoakonomi. Namun seiring
dengan merebaknya teori “Jalan Ketiga”, barangkahg paling moderat adalah
menempatkan pendidikan sebagai konsep sosialjgekakebagai konsep ekonomi.

Terkait perspektif internasional di muka, desdisagi atau otonomi
pemerintahan yang terjadi sudah demikian luasnjiingga mencakup pula upaya
reinventing government.7 Sementara di bidang desesatsi atau otonomi
pendidikan, orientasi pendidikan juga sudah meigpeala pelaksanaan reinventing
education.8 Ketika banyak negara bagian di Amer8erikat begitu antusias
memandang pendidikan sebagai konsep ekonomi daerapkannya dalam sistem
pendidikannya, pada saat yang hampir bersamaanaméiay AS menghendaki
adanya perubahan dalam dunia ekonomi dan sosiahbSenanakala pendidikan

diarahkan sesuai dengan esensi pasar di mana peamitian penawaran tenaga kerja



lulusan pendidikan dua-duanya ada pada pihak pemadki& guru maupun peserta
didik berada dalam perangkap sehingga menghadagpiyapg disebut sebagai
stalemate (sekakmat). Masyarakat AS menghadapiakasuy pahit dalam masalah
permintaan dan penawaran.9

Teori “Jalan Ketiga” akhirnya menemukan relevaysidengan kemunculan
berbagai Magnet Schools, yakni sekolah-sekolah ylrgan kekuatan kurikulum
dan organisasinya mempersiapkan para siswanyaub#ilkk memperoleh karir yang
spesifik maupun untuk melanjutkan kuliah ke pergartinggi. Sekolah seperti ini
merupakan sekolah pilihan karena reputasinya yaegomnjolkan kualitas tinggi.
Sekolah seperti inilah yang diharapkan memenubsyaeatan sebagaimana dituntut
oleh kemutakhiran zaman.

Apabila otonomi pendidikan diorientasikan untuk ngieadirkan Magnet
Schools di daerah sehingga menarik minat daeratalddain bahkan kemungkinan
menarik minat konsumen pendidikan manca negaraarbakyak implikasi serius
yang mesti dilakukan. Satu di antara yang palimgtegis ialah menyederhanakan
muatan kurikulum nasional yang selama ini tidak yaanbermanfaat. Kurikulum
nasional mestinya hanya mengharuskan penanamaag&nasep ilmu pengetahuan
yang universal seperti berhitung dan aritmetikautilmu bahasa dan sastra, ilmu-
ilmu alam dan lingkungan serta ilmu-ilmu sosial.leBéhnya adalah kurikulum

muatan lokal. Pendidikan agama, Kertangkes, OrBaefiasa Daerah dan PPKN



mestinya sudah di-passing out dari kurikulum nasiemtuk selanjutnya diserahkan
pada PLS (Pendidikan Luar Sekolah) dan keluarga.

Kurikulum muatan lokal seperti agribisnis dan aggastri, budi daya
perikanan, industri kerajinan, industri kerumahtpan, industri kepariwisataan,
kewirausahaan dan koperasi, dan lain-lain sesumjattekarakteristik daerah masing-
masing penting mendapat prioritas jika efektivitienomi pendidikan dasar dan
menengah diinginkan optimal. Kecuali perubahan ardturikulum, perubahan
mendasar harus pula terjadi pada organisasi sigtstruksionalnya. Organisasi
kurikulum yang berbasis subjects matter (pendekatata pelajaran) terbukti tidak
efektif. Hal itu disebabkan koneksitas antarvaliapang sangat tinggi dalam
kehidupan riil sosial, ekonomi, bahkan politik. Kaanya, seperti dikatakan Toffler,
menyusun kurikulum untuk kebutuhan saat ini mestidginggalkan dan digantikan
dengan menyusun kurikulum untuk kebutuhan masandépa

Berlarut-larut, lama dan sulitnya Indonesia dalam@ngatasi berbagai krisis
yang terjadi dibanding negara-negara lain sepeotis&l, Thailand, Malaysia, dan
Singapura sebagai contoh, menunjukkan betapa leonemtasi pendidikan di
Indonesia. Beberapa fenomena bisa disebut, misahaysya empat persen pengusaha
Indonesia yang berpendidikan tinggi; 70 persenrdaranya hanyalah lulusan SD
(termasuk DO SD).11 Meskipun ada sekitar 1.400 yrean tinggi di Indonesia,
kenyataannya hanya sekitar 20 persen saja yank dés@but perguruan tinggi. Paling

banter hanya 39 persen.12



Kelemahan orientasi pendidikan dan pembangunan Sbé&mgakibatkan
modal intelektual yang dimiliki Indonesia sangatlamim. Modal intelektual, kata
Menteri Pendidikan Singapura Teo Chee Hean, dapgatiibarkan secara gamblang,
yakni dengan mencermati rata-rata lama orang dewmasagenyam pendidikan
sekolah — di beberapa negara berarti mengenyamdiend menengah, sementara di
Korsel berarti mengenyam pendidikan tinggi — dasiorgumlah peneliti di antara 10
ribu tenaga kerja.13

Berdasar kedua parameter itu saja, Indonesia $elagat tertinggal. Rata-rata
orang dewasa mengenyam pendidikan sekolah hany@ahyh. Bandingkan dengan
Singapura yang mencapai 7,8 tahun atau Jepang mianilkéa Serikat yang mencapai
10,8 tahun dan 12,4 tahun. Sementara jumlah pedelihdonesia hanya 2,8 orang
setiap 10 ribu tenaga kerja. Kalah jauh dengan &g, Jepang dan AS yang
mencapai 60, 109 dan 75,2 peneliti untuk setiapklOtenaga kerja.

Guna mendekati kesetaraan dengan gerak laju kenggbbal, sekaligus
memperkaya modal intelektual bangsa, maka kemuaghiya bukan semata-mata
dicapai melalui politik pendidikan seperti kewajib@elajar. Lebih dari itu ialah
bagaimana membuat setiap warga bangsa merasarkdraskolah. Jalan yang dapat
ditempuh tentu saja cukup banyak. Satu di antaraaigh menyediakan pendidikan
yang memiliki orientasi sesuai dengan potensi, kepuan dan kebutuhan daerah

lokal, sekaligus mampu menjawab tantangan nasaaraldunia internasional. Iltulah



agaknya yang hendak dicapai melalui semangat otorp@ndidikan dasar dan

menengah.

*kk

1.

CATATAN
“Jalan Ketiga” adalah seperangkat (set) gagasag yesih sangat baru — masih
terus berubah — mengenai bagaimana mencapai timgkadtmbuhan ekonomi
tinggi seiring dengan keadilan sosial. Lebih jaghiksa gagasan “Jalan Ketiga”
Anthony Giddens, 1998. The Third Way: The RenewalSocial Democracy.
Malden USA: Blackwell Publisher Ltd.
Institute for National Strategic Studies, 1997 aftgic Assesment. Dalam laporan
itu, INSS membagi-bagi tiga kategori negara, yakmigara-negara sukses
melaksanakan demokrasi ekonomi pasar; negara-négassi dari otoritarian
menuju demokrasi dan berisiko membeku; serta negagara bermasalah dengan
problem etnisitas, separatisme, dan lain-lain.
Uraian panjang soal ini dapat ditelaah dalam Johisitt, 1994. Global Paradox.
Colorado: William Morrow and Company,Inc. Juga dallegatrends 2000 edisi

tahun 1990 oleh penulis yang sama.



4. Eksplosif informsi akibat revolusi teknologi komuasi justru menimbulkan
banyak krisis, baik fisik maupun psikologis sebagdbat over load pada sistem
adaptif manusia dan proses pengambilan keputusdwin Aroffler, 1989.
menguraikan secara gamblang dalam The Third Wawsv Nork: Bantam
Books.

Modal intelektual adalah materi intelektual sepgpgngetahuan, pengetahuan,

informasi, hak kepemilikan intelektual, pengalamgng dapat digunakan untuk

menciptakan kekayaan baru. Lebih jauh tentangatikpa Thomas A. Stewart, 1998.

Intellectual Capital: The New Wealth of OrganizasoManhattan: Dobleday.

Periksa David Osborne dan Peter Plastrik, 1997nddlaku menantang berjudul

Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Raating Government.

Massachussets Menlo Park: Addison-Wesley PublisBmmpany,inc.

Istilah itu dikemukakan bersama Ted Gaebler, ditulavid Osborne, 1992.

Reinventing Government. Readings, USA: Addison-Wégdsongman, Inc.

Pertama kali istilah ini diintroduksikan oleh Lowis Gerstner Jr.; Roger D. Emerald;

Dennis Philips Doyle dan William B. Johnson, 19%%einventing Education:

Entrepreunership in America’s Public Shools. NewkY ®inguin Books USA, Inc.

Gerstner, dkk. Menguraikan panjang lebar ihwal késgn pahit tersebut dalam

uraian mengenai The Fundamentals of Supply and Bentiaid.

Periksa pula Alvin Toffler, 1974. Future Shock. N¥ark: Bantam Books.
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